SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS
OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND

MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND

HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS

(PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL
10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN
PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS

DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;

bahwa untuk melindungi keanekaragaman hayati dan
memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas perlu dilakukan
konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya
terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;

bahwa dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Juli sampai dengan 4
Agustus 1995, telah diterima Agreement for the
Implementation of the Provisions of the United Nations
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan
Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya
Terbatas dan Sediaan lkan yang Beruaya Jauh);

d. bahwa . ..
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bahwa Indonesia telah mengesahkan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mengamanatkan
pengaturan lebih lanjut mengenai sediaan ikan yang
beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu mengesahkan Agreement for the Implementation of
the Provisions of the United Nations Convention on the
Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the
Conservation and Management of Straddling Fish Stocks
and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan
Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan
Konservasi dan Pengelolaan Sediaan lkan yang Beruaya
Terbatas dan Sediaan lkan yang Beruaya Jauh) dengan
Undang-Undang;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3319);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND
MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY
MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN
KETENTUAN-KETENTUAN  KONVENSI  PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL
10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN
KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG
BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA
JAUH).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement for the Implementation of the
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the
Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory
Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi
dan Pengelolaan Sediaan lkan yang Beruaya Terbatas dan
Sediaan lkan yang Beruaya Jauh) yang salinan naskah aslinya
dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,

Bigman T. Simanjuntak
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS

L.

OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF
10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND
MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND
HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS
(PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL
10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN
PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS
DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)

UMUM

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini terjadi penurunan yang tajam
sediaan sumber daya ikan sehingga perikanan berada dalam kondisi
kritis. Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai
komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas
(straddling fish stocks) dan jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory
fish stocks), telah menimbulkan keprihatian dunia.

Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan jenis ikan yang beruaya
antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan ZEE negara lain
sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara.

Jenis ikan yang beruaya jauh merupakan jenis ikan yang beruaya dari
ZEE ke Laut Lepas dan sebaliknya yang jangkauannya dapat melintasi
perairan beberapa samudera sehingga memiliki kemungkinan timbulnya
konflik kepentingan antara negara pantai dan negara penangkap ikan
jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan baik di
ZEE maupun di Laut Lepas yang berbatasan dengan ZEE. Oleh karena itu,
kerja sama internasional dianggap sebagai solusi untuk mengatasi
masalah yang timbul.

Konvensi . . .



